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<div style="text-align: justify;"><span>Besarnya ancaman epidemi tembakau pada masyarakat Indonesia
khususnya bagi anak dan remaja, menginisiasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan
mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok bagi
kesehatan, salah satunya melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun, penelitian pada berbagai
daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnyatingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam
kawasan tanpa rokok tersebut. Implementasi yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi
efektivitas dari kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang
menganalisis bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan di Kota Depok melalui
penerapan Perda Depok No. 2/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang
mendukung dan menghambat implementasi Perda tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek
pel aksanaan implementasi (descriptive of policy implementation). Dimensi yang dikaji pada penelitian ini
adalah aspek sumber daya, sikap pelaksana, pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, komunikasi, dan
struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan
pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan
telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pelaksana kebijakan dan kel ompok
sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi KTR di Kota Depok masih
belum optimal yang ditandai dengan yang ditandai dengan belum optimal nya aspek-aspek implementasi
Perda Depok No. 2/2020, yaitu aspek penetapan, pembinaan dan pengawasan, penegakan dan kinerja KTR.
Belum optimalnya implementasi Perda Depok No. 2/2020 berkaitan dengan kompetensi sumber daya
masnusia, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai, sikap dan komitmen Kepala Daerah, serta belum
adanya aturan teknis mengenai penyelenggaraan KTR.</span></div><hr /><div style="text-align:
justify;"><span>The significant threat of the tobacco epidemic to the Indonesian population, particularly
children and adolescents, has prompted the Indonesian government to adopt and implement policies aimed
at protecting the public from the health hazards of smoking, one of which is through the implementation of
Smoke-Free Areas (SFA) policy. However, research in various regions of Indonesia indicates a persistent
weakness in public compliance with the rules within these smoke-free zones. Poor implementation and
compliance can diminish the effectiveness of the policy. Given this, it is deemed necessary to conduct
research analyzing how the SFA policy isimplemented in Depok City through the enactment of Depok
Regulation No. 2/2020. The purpose of this study is to identify the factors that support and hinder the
implementation of this regulation. The scope of the research is limited to aspects of policy implementation
(descriptive of policy implementation). The dimensions examined in this study include aspects of resources,
implementers' attitudes, DPRD supervision, community support, communication, and bureaucratic structure.
This research was conducted using qualitative methods with a case study design and descriptive approach.
Data collection methods in this study consisted of in-depth interviews and document review. Informantsin
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this study came from policy implementers and the target policy group. The results of this study indicate that
the implementation of SFA policy in Depok City is still suboptimal. Thisis evidenced by deficienciesin
various aspects of implementing Depok Regional Regulation No. 2/2020, including establishment, guidance
and supervision, enforcement, and performance of SFA policy implementation. The suboptimal
implementation of Depok Regulation No. 2/2020 is related to the competence of human resources,
inadequate facilities and funding, attitudes and commitment of the Regional Head, and the absence of
technical regulations regarding the implementation of SFA policy.</span></div>



